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ABSTRAK

Penulisan skripsi ini di latarbelakangi maraknya terjadi tindak
pidana korupsi yang merajalela di bumi pertiwi, tidak hanya menimbulkan
kerugikan bagi keuangan Negara namun menimbulkan pelanggaran di
dalam sosial dan di dalam ekonomi. Permasalahan yang diangkat dalam
penulisan ini untuk melihat apa yang menjadi pertimbangan hakim dalam
menjatubhkan sanksi pidana serta melihat bagaimana pertanggungjawaban
pidana terhadap pelaku tindak pidana korupsi anggaran pengadaan lift di
BPKD Kota Palembang (Studi Putusan PN Palembang Nomor (20/Pid.Sus-
TPK/2019/PN Plg) bila ditinjau dari pemidanaan. Metode peneliitian yang
digunakan adalah jenis penelitian hukum normatif dan analisis bahan
hukum yang digunakan adalah kualitatif.

Hakim dalam menjatuhkan putusan memperhatikan aspek yuridis
dan non yuridis yang mana dalam putusan terdakwa terbukti secara sah
dan menyakinkan telah melanggar Pasal 3 jo Pasal 18 Undang Undang
Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi
sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001
tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang
Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Dari penelitian ini penulis menarik
kesimpulan bahwa dalam penjatuhan vonis, hakim telah memperhatikan
segala aspek yang berkaitan dengan pokok perkara agar putusan sesusai
dengan teori teori penjatuhan sanksi. Pertanggungjawaban pelaku tindak
pidana korupsi anggaran pengadaan lift di BPKD Kota Palembang bila
ditinjau dari pemidanaan telah didasarkan pada teori gabungan yang mana
mendasarkan pidana pada asas pembalasan dan asas pertahanan tata tertib
masyarakat. Kata Kunci : Pertanggungjawaban, Korupsi,
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PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Istilah korupsi berasal dari bahasa latin “corruptio “atau “corruptus” yang
berarti kerusakan atau kebobrokan.! Dalam Black’s Law Dictionary disebutkan
bahwa korupsi adalah perbuatan yang dilakukan dengan maksud untuk
memberikan suatu keuntungan yang tidak resmi dari pihak-pihak lain secara salah
menggunakan jabatannya atau karakternya untuk mendapatkan suatu keuntungan
untuk dirinya sendiri atau orang lain, serta berlawanan dengan kewajibannya dan
hak-hak dari pihak-pihak lain. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 31 Tahun
1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yang dirubah dengan
Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang
Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dalam
Pasal 2 dan Pasal 3 mendefinisikan korupsi sebagai berikut: 1) Setiap orang yang
secara sengaja melawan hukum, melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri
atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan negara atau
perekonomian Negara, 2)Setiap orang yang dengan tujuan menguntungkan diri
sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, menyalahgunakan kewenangan,
kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan yang
dapat merugikan keuangan atau perekonomian negara.

Hukum pidana yang berlaku di Indonesia dibedakan menjadi dua macam,
yaitu hukum pidana yang dikenal dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana
(KUHP) dan Hukum Pidana Khusus.?Terlebih di Indonesia, dengan berkembang
suburnya Undang-Undang tersendiri di luar KUHP, seperti Undang-Undang

Tindak Pidana Ekonomi, Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi

'El-Ibtidaiy: Journal of Primary Education, Vol 2, No. 1, April 2019, Hal 39-49.
2Rodliyah dan Salim HS. “Hukum Pidana Khusus dan Unsur Sanksi Pidananya”. .PT.
Rajagrafindo Persada.Depok.2017. him 1.



dan banyak perundang-undangan administrasi yang bersanksi pidana, yang
kadang-kadang pidananya sangat berat sampai ada pidana mati.>

Kasus korupsi pertama dan terbesar di Indonesia (Nusantara) adalah yang
terjadi di tubuh Verenigde Oost Indishe Compagnie (VOC) yang berdiri pada
tahun 1602. Pelakunya bukan orang Indonesia, melainkan para pejabat di VOC,
tetapi tentu dengan kaki tangan orang-orang Indonesia. VOC bisa diibaratkan
sebagai perusahaan multinasional yang mengajukan liberalisasi ekonomi,
merkantilisme pasar, sekaligus keculasan dan intimidasi, karena dalam tahapan
berikutnya berhak mengendalikan sejumlah pasukan. Korupsi yang dilakukan di
tubuh VOC telah meringkihkan struktur perekonomian rakyat Indonesia kala itu,
sampai pada tingkat yang sangat kronis. Perusahaan itu bisa mengalahkan banyak
kerajaan di nusantara, tetapi hancur dari dalam. VOC hancur karena korupsi dari
penggede-penggedenya.* Demikianlah kasus korupsi dalam lintas sejarah. Sejarah
Republik Indonesia penuh dengan kubangan lumpur korupsi. Korupsi menjadi
benalu kekuasaan, ekonomi, sampai pada internal partai-partai politik.

Tanpa upaya serius menangani kasus-kasus korupsi di tubuh kekuasaan
ini, sulit untuk mengejar ketertinggalan Indonesia dari negara-negara lain untuk
mencapai tujuan nasional, sekaligus tujuan kemerdekaan, yakni masyarakat yang
adil dan makmur, bukan masyarakat yang teraniyaya dan sengsara akibat perilaku
korupsi di  kalangan penguasanya.® Korupsi akhir-akhir ini semakin ramai
diperbincangkan, baik di media cetak, elektronik maupun dalam seminar-seminar,
lokakarya, diskusi, dan sebagainya.Korupsi telah menjadi masalah serius bagi
bangsa Indonesia, karena telah merambah ke seluruh kehidupan masyarakat yang
dilakukan secara sistematis, sehingga memunculkan stigma negatif bagi

Negaralndonesia di dalam pergaulan masyarakat Internasional. Berbagai caratelah

SAndi Hamzah. “Pemberantasan Korupsi Melalui Hukum Pidana Nasional dan
Internasional”. Cetakan Keenam. PT. Rajagrafindo Persada. Jakarta. 2014. him 3.

“Ervyn Kaffah dan Moh.Asyiq Amrulloh. “Figih Korupsi Amanah dan Kekuasaan”.
Mataram. Solidaritas Masyarakat Transaparansi NTB. 2003. him 8.

® 1bid, him 23.



di tempuh untuk pemberantasan korupsi bersamaan dengan semakin canggihnya
(sophisticated) modus operandi tindak pidana korupsi.®

Selama ini istilah korupsi mengacu pada berbagai aktivitas atau tindakan
secara tersembunyi dan ilegal untuk mendapatkan keuntungan demi kepentingan
pribadi atau golongan. Dalam perkembangannya terdapat penekanan bahwa
korupsi adalah tindakan penyalahgunaan kekuasaan (abuse of power) atau
kedudukan publik untuk kepentingan pribadi.” Tindak pidana korupsi merupakan
salah satu tindak pidana yang banyak di lakukan oleh para koruptor.Tindak pidana
ini, tidak hanya dilakukan oleh kalangan pemerintah (eksekutif), tetapi juga
dilakukan oleh oknum-oknum yang berada di lembaga legislatif, yudikatif
maupun swasta.?

Salah satu lembaga yang berwenang melakukan penyidikan dan
penuntutan terhadap perkara tindak pidana korupsi, yaitu Komisi Pemberantasan
Korupsi (KPK). Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) bersifat independen dan
bebas dari pengaruh kekuasaan manapun.Independen berarti bahwa KPK dalam
melaksanakan tugas dan kewenangannya tidak memihak kepada lembaga atau
institusi atau orang-orang tertentu. Tujuan dibentuknya lembaga KPK yaitu untuk
meningkatkan daya guna dan hasil guna terhadap upaya pemberantasan tindak
pidana korupsi. Pemberantasan tindak pidana korupsi adalah serangkaian tindakan
untuk mencegah dan memberantas tindak pidana korupsi melalui upaya
koordinasi, supervisi, monitor, penyelidikan, penyidikan, penuntutan, dan
pemeriksaan di sidang pengadilan, dengan peran serta masyarakat berdasarkan
peraturan perundang-undangan yang berlaku.® Berdasarkan Undang-Undang
Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak
Pidana Korupsi menyatakan bahwa tindak pidana korupsi di atur dalam Undang-

Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang PemberantasanTindak Pidana Korupsi

®Chaerudin, Syaiful Ahmad Dinar dan Syarif Fadillah.“Strategi Pencegahan dan
Penegakkan Hukum Tindak Pidana Korupsi”.PT. Refika Aditama. Bandung. 2009. hlm 1.

’Ibid, him 2.

8 Rodliyah dan Salim HS. “Hukum Pidana Khusus dan Unsur Sanksi Pidananya”. .PT.
Rajagrafindo Persada. Depok. 2017. him 23,

Rodliyah dan Salim HS. “Hukum Pidana Khusus dan Unsur Sanksi Pidananya”. .PT.
Rajagrafindo Persada.Depok.2017. him 43.



sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang
Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan
Tindak Pidana Korupsi.

Setiap orang yang melakukan tindak pidana korupsi maka wajib untuk
melakukan pertanggungjawaban pidana atas prilakunya. Menurut hukum tidak ada
keselahan tanpa melawan hukum, teori ini kemudian diformulasikan sebagai tiada
pidana tanpa kesalahan atau green straf zonder schuld atau keine strafe ohne
schukd (Jerman) atau actus non facit reum nisi mens sit rea atau actusmensreas
(Latin). Berbicara mengenai pertanggungjawaban pidana, berarti berbicara
mengenai orang yang melakukan perbuatan pidana.Hukum pidana memisahkan
antara karateristik perbuatan yang dijadikan tindak pidana dan karekteristik orang
yang melakukan. Menurut George P. Flectcher menyatakan bahwa orang yang
melakukan perbuatan pidana belum tentu dijatuhi pidana, tergantung apakah
orang tersebut dapat dimintakan pertanggungjawaban pidana ataukah tidak.
Sebaliknya, seseorang yang dijatuhi pidana, sudah pasti telah melakukan
perbuatan pidana dan dapat dipertanggungjawabkan. Elemen tepenting dari
pertanggungjawaban pidana adalah kesalahan.®

Tindak pidana korupsi kerap kali dilakukan oleh para pejabat yang
memiliki kekuasaan dan jabatan. Menurut Kitab Undang-Undang Hukum Pidana
yang berlaku, yang di maksud dengan tindak pidana jabatan atau ambtsdelicten
ialah sejumlah tindak pidana tertentu, yang hanya dapat dilakukan oleh orang-
orang yang mempunyai sifat sebagai pegawai negeri. Agar tindak pidana yang
dilakukan oleh para pegawai negeri itu dapat disebut tindak pidana jabatan, maka
tindak pidana tersebut harus dilakukan oleh pegawai negeri yang bersangkutan
dalam menjalankan tugas jabatan mereka masing-masing.*

Pegawai Negeri atau Aparatur Sipil Negara dijumpai melakukan tindak
pidana jabatan dengan melakukan penyelewengan jabatan dalam berbagai

kegiatan, salah satunya penyimpangan anggaran pengadaan lift di BPKD Kota

10 Eddy O.S Hiariej. “Prinsip-Prinsip Hukum Pidana”. Cetakan Kedua. Cahaya Atma
Pustaka. Yogyakarta. 2017. him 154,

Up AFF Lamintang dan The Lamintang,”Delik-delik khusus kejahatan jabatan dan
kejahtan jabatan tertentu sebagai tindak pidana korupsi”. Sinar Grafika. Jakarta.2009. him 1.



Palembang. Hal ini dapat dilihat dari kasus tindak pidana korupsi dengan
terdakwa Andarani Murbiastuti, ST.,MM. dan Ir. Mardjuki.,MT dalam Putusan
Pengadilan Negeri Palembang Nomor 20/Pid.Sus-TPK/2018/PN.Plg. Bahwa
terdakwa Andarani Murbiastuti, ST.,MM. selaku pejabat pembuat komitmen dan
Ir. Mardjuki.,,MT selaku selaku Direktur Utama PT. Pelita Mutiara Indah pada
kegiatan pemasangan dan pengadaan lift pada Kantor Badan Pengelolaan
Keuangan Daerah telah melakukan penyimpangan anggaran pengadaan lift di
BPKD Kota Palembang dimana perbuatan terdakwa tersebut telah mengakibatkan
kerugian keuangan Badan Pengelolaan Keuangan Daerah Kota Palembang
sebesarRp. 369.600.000,- (tiga ratus enam puluh sembilan juta enam ratus ribu
rupiah)

Perbuatan terdakwa tersebut didakwa oleh Jaksa Penuntut Umum dengan
dengan pasal berlapis. Dakwaan Primer melanggar Pasal 2 ayat (1) Jo Pasal 18
Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana
Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun
2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang
Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, dan dakwaan Subsider Pasal 3 Jo Pasal 18
Undang Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana
Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun
2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang
Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

Dalam putusan Pengadilan Negeri Palembang Nomor 20/Pid.Sus-
TPK/2018/PN.Plg hakim menyatakan bahwa terdakwa Andarani Murbiastuti,
ST.,MM.dan Ir. Mardjuki.,MT terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah
melakukan tindak pidana korupsi sebagaimana dalam Dakwaan Subsider,
sedangkan untuk Dakwaan Primer terdakwa Andarani Murbiastuti, ST.,MM. dan
Ir. Mardjuki.,MT tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah tindak pidana
korupsi. Dalam Dakwaan Subsider terdakwa melanggar Pasal 3 Jo Pasal 18
Undang Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana

Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun



2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang
Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yang menyatakan:

“Setiap orang yang dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang
lain atau suatu korporasi, menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau
sarana yang ada padanya Kkarena jabatan atau perekonomian negara,
dipidana dengan pidana penjara seumur hidup atau dengan denda
penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun
dan atau denda paling sedikit Rp. 50.000.000 (lima puluh juta rupiah) dan
paling banyak Rp. 1.000.000.000 (satu miliar rupiah).”

Berdasarkan putusan Pengadilan Negeri Palembang Nomor 20/Pid.Sus-
TPK/2018/PN.Plg. terdakawa Andarani Murbiastuti, ST.,MM. dijatuhkan pidana
penjara selama 1 (satu) tahun 6 (enam) bulan dan denda Rp. 50.000.000,- (lima
puluh juta rupiah).

Dalam putusan tersebut, terdakwa Andarani Murbiastuti, ST.,MM..dan Ir.
Mardjuki.,MT dijatuhkan sanksi pidana dengan hukuman yang ringan, yang mana
dirasa penulis hukuman tesebut masih terlalu ringan untuk dapat membuat efek
jera bagi pelaku dan mencegah orang lain dalam melakukan tindak pidana
korupsi.

Berdasarkan kasus tersebut, penulis tertarik untuk menjadikan penulisan
skripsi dengan judul “PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA TERHADAP
PELAKU TINDAK PIDANA KORUPSI ANGGARAN PENGADAAN LIFT
DI BPKD KOTA PALEMBANG (Studi Putusan PN Palembang Nomor
20/Pid.Sus-TPK/2018/PN.PIg)”

B. Rumusan Masalah
Berdasarkan latar belakang diatas, maka rumusan masalah dalam
penelitian ini adalah:

1. Apa yang menjadi dasar pertimbangan hakim dalam menjatuhkan sanksi
pidana terhadap pelaku tindak pidana korupsi Anggaran Pengadaan Lift di
BPKD Kota Palembang studi putusan PN Palembang Nomor 20/Pid.Sus-
TPK/2018/PN.Plg?



2.

Bagaimana pertanggungjawaban pidana pelaku tindak pidana korupsi
Anggaran Pengadaan Lift di BPKD Kota Palembang dalam studi putusan PN
Palembang Nomor 20/Pid.Sus-TPK/2018/PN.PIg bila ditinjau dari teori pemi-

danaan?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan uraian latar belakang dan rumusan masalah diatas maka

tujuan penelitian ini adalah:

1.

Untuk mengetahui dan menganalisis pertimbangan hakim dalam menjatuhkan
sanksi terhadap pelaku tindak pidana korupsi Anggaran Pengadaan Lift di
BPKD Kota Palembang yang dilakukan oleh PPK BPKD Kota Palembang.

Untuk mengetahui dan menganalisis pertanggungjawaban pidana pelaku
tindak pidana korupsi Anggaran Pengadaan Lift di BPKD Kota Palembang
yang dilakukan oleh PPK BPKD Kota Palembang.ditinjau dari teori

pemidanaan

D. Manfaat Penelitian

Dari tujuan penelitian diatas diharapkan dapat memberikan manfaat dan

ilmu kepada penulis dan pembaca, antara lain:

1. Manfaat Teoritis

Diharapkan penelitian ini dapat memberikan sumbangan pemikiran bagi ilmu
pengetahuan hukum terutama hukum pidana dan khususnya mengenai tindak
pidana korupsi.

Manfaat Praktis

Peneliti mengaharapkan dari hasil penelitian dapat berguna untuk ilmu hukum
yang dipelajari dan didapat selama di perkuliahan agardapat diterapkan dan
menambah pengetahuan mengenai ilmu hukum serta dapat memberikan

informasi kepada pembaca.



E. Kerangka Teori
1. Teori Pertanggungjawaban Pidana
Menurut hukum tidak ada kesalahan tanpa melawan hukum, teori ini

kemudian diformulasikan sebagai tiada pidana tanpa kesalahan atau geen
starfzonder schuld atau strafe ohne schuld (Jerman) atau actus non facit reum nisi
mens sit rea atau actus reus mens rea (Latin). Asas ini merupakan dasar dari
pertanggungjawaban pidana dan tidak ditemukan dalam undang-undang. Menurut
Van Hamel menyatakan bahwa pertanggungjawaban adalah suatu keadaan
normal psikis dan kemahiran yang membawa kemampuan yaitu mampu untuk
dapat mengerti makna serta akibat sungguh-sungguh dari perbuataan-perbuataan
sendiri, mampu untuk menginsyafi bahwa perbuatan-perbuatan itu bertentangan
dengan ketertiban masyarakat, mampu untuk menentukan kehendak berbuat.
Simons menyatakan dasar adanya tanggungjawab dalam hukum pidana adalah
keadaan psikis atau jiwa seseorang, hubungan antara keadaan psikis dengan
perbuatan yang dilakukan .*2

Pertanggungjawaban pidana bersifat pribadi (Persoonlijk) sehingga orang
tidak dapat dipertanggungjawabkan (dipidana) karena kesalahan orang lain.
Demikian juga keadaan-keadaan yang memberatkan, meringankan, atau
menghapus pidana seorang pelaku hanya berlaku bagi pelaku itu sendiri (vide:
Pasal 58 KUHP). Ketentuan tersebut diatur dalam Buku I KUHP yang merupakan
Ketentuan Umum Hukum Pidana sehingga berdasarkan Pasal 103 KUHP berlaku
juga untuk hukum pidana diluar KUHP termasuk untuk Undang-Undang Tindak
Pidana Korupsi.®® Menurut Prodjohamidjojo menyatakan bahwa seseorang
melakukan kesalahan apabila pada saat melakukan tindak pidana dilihat dari
masyarakat patut dicela. Dengan demikian, menurutnya seseorang dapat dipidana
berdasarkan dua hal, yaitu:

1. Harus ada perbuatan yang bertentangan dengan hukum atau unsur

melawan hukum. Sehingga harus ada unsur objektif

2 Eddy O.S. Hiariej. Op Cit. him 155-156.

8RB Budi Prastowo.* Delik Formil/Materil, Sifat Melawan Hukum Formil/Materiil dan
PertanggungjawabanPidana Dalam Tindak Pidana Korupsi”. Jurnal Hukum. Volume 24.Nomor
3. 2006. him 224.



2. Terhadap pelakunya ada unsur kesalahan dalam bentuk kesengajaan
danatau kealpaan sehingga perbuatan yang melawan hukum itu dapat
dipertanggungjawabkan kepadanya sehingga harus ada unsur subjektif*

2. Teori Pertimbangan Hakim

Pertimbangan hakim merupakan salah satu aspek terpenting dalam
menentukan terwujudnya nilai dari suatu putusan hakim yang mengandung
keadilan (ex aequoet bono) dan mengandung kepastian hukum, di samping itu
juga mengandung manfaat bagi para pihak yang bersangkutan sehingga
pertimbangan hakim ini harus disikapi dengan teliti, baik, dan cermat. Apabila
pertimbangan hakim tidak teliti, baik, dan cermat, maka putusan hakim yang
berasal dari pertimbangan hakim tersebut akan dibatalkan oleh Pengadilan
Tinggi/Mahkamah Agung.

Menurut pandangan Mackenzie, terdapat beberapa pendekatan/teori yang
dipergunakan oleh hakim dalam mempertimbangkan penjatuhan putusan dalam
suatu perkara, yaitu:

a. Teori Keseimbangan
Adalah keseimbangan antara syarat-syarat yang ditentukan oleh undang-
undang dan kepentingan pihak-pihak yang tersangkut dan berkaitan dengan

perkara.

b. Teori Pendekatan Seni dan Intuisi
Penjatuhan putusan oleh hakim merupakan diskresi/kewenangan dari
hakim.Dalam menjatuhkan putusan, hakim menyesuaikan dengan keadaan

dan pidana yang wajar bagi setiap pelaku tindak pidana.

c. Teori Pendekatan Keilmuan
Bertitik tolak dari pemikiran bahwa proses penjatuhan pidana harus dilakukan

secara sistemik dan peniih dengan kehati-hatian khususnya dalam kaitannya

“Martiman, Prodjohamidjojo. “Memahami dasar-dasar Hukum Pidana Indonesia”.PT
Pradnya Paramita.Jakarta. 1997. him 31.
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dengan putusan-putusan terdahulu dalam rangka menjamin konsistensi dari

putusan hakim.

d. Teori Pendekatan Pengalaman
Dengan pengalaman yang dimiliki oleh seorang hakim dapat mengetahui
dampak dari putusan yang dijatuhkan dalam suatu perkara pidana yang
56berkaitan dengan pelaku, korban maupun masyarakat.

e. Teori Ratio Decidendi
Mempertimbangkan segala aspek yang berkaitan dengan pokok perkara yang
disengketakan, kemudian mencari peraturan perundang-undangan yang
relevan dengan pokok perkara yang disengketakan sebagai dasar hukum
dalam penjatuhan putusan, serta pertimbangan hakim harus didasarkan pada
motivasi yang jelas untuk menegakkan hukum dan memberikan keadilan bagi

para pihak yang berperkara.®®

3. Teori Tujuan Pemidanaan

Menurut M. Sholehuddin menyatakan bahwa pemidanaan bisa diartikan
sebagai tahap penetapan sanksi dan juga tahap pemberian sanksi dalam
hukum pidana.'®Sedangkan menurut Niniek Suparni menyatakan bahwa
pemidanaan merupakan suatu proses mengkonkretkan suatu sanksi pidana
yang terdapat dalam suatu peraturan dengan menjatuhkannya sebagaipidana
bagi terdakwa dalam suatu kasusl’, sehingga tujuan pemidanaan dapat
diartikan penjatuhan hukuman yang dialami terpidana yang sudah terkandung
di dalam pidananya dimana menimbulkan rasa derita. Apabila bertitik tolak

dari perbuatan di masa lalu, maka tujuan pemidanaan adalah sebagai

15 Ahmad Rifai, “Penemuan Hukum Oleh Hakim dalam Perspektif Hukum Progresif”,
Sinar Grafika. Jakarta. 2010. him 105-112.

16 M.Sholehuddin.“Sistem sanksi dalamHukum Pidana”. PT. Raja Grafindo Persada.
Jakarta. 2003. him 114.

17 Niniek Suparni. “Eksistensi Pidana Denda dalam Sistem Pidana dan Pemidanaan”.
Sinar Grafika. Jakarta. 1993. him 2.
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pembalasan, tetapi apabila berorientasi pada kepentingan di masa yang akan
datang, maka tujuan pidana adalah untuk memperbaiki kelakuan terpidana.8

Adapun dalam tujuan dari pemidanaan itu sendiri ada berbagai macam

teori dan pendapat,namun dari sekian banyak teori yang ada tersebut itu dapat
digolongkan menjadi 3 kelompok besar, yaitu :
1. Teori absolut atau teori pembalasan (vergeldingstheorien)

Teori absolute lahir pada aliran klasik dalam hukum pidana.Menurut teori
ini pembalasaan adalah Legitimasi pemidanaan. Pidana dijatuhkan kepada pelaku
karena just deserts, bahwa mereka dihukum karena mereka layak untuk dihukum
atas perilaku tercela mereka. Selanjutnya teori absolute atau teori pembalasan
yang menjadi dasar pijakan aliran klasik terdiri dari atas pembalasaan subjektif
dan pembalasaan objektif. Pembalasaan subjektif adalah pembalasaan keasalahan
pelaku, pembalasaan terhadap pelaku yangtercela dan pembalasaan objektif
adalah pembalasaan terhadap perbuataan, perbuataan apa yang telah dilakukan

oleh pelaku*®

2. Teori relatif atau teori tujuan (doeltheorien)

Jika teori absolute menyatakan bahwa tujuan pidana sebagai pembalasaan,
maka teori relatif mencari dasar pemidanaan adalah penegakan ketertiban
masyarakat dan tujuan pidana untuk mencegah kejahataan. Teori relatif juga
disebut sebagai teori relasi atau teori tujuan. Hal ini karena relasi antara
ketidakadilaan dan pidana bukanlah hubungan secara apriori.Hubungan keduanya
dikaitkan dengan tujuaan yang hendak dicapai pidana, yaitu perlindungan

kebendaan hukum dan penangkal ketidakadilan.?

3. Teori Gabungan (vernengingstheorien)
Menurut Vos secara tegas menyatakan bahwa selain teori absolute dan

teori relatif juga terdapat kelempok ketiga yang disebut teori gabungan. Dimana

8 Marcus Priyo Gunarto. “Sikap Memidana yang Berorientasi Pada Tujuan
Pemidanaan”, Jurnal UGM.Vol 21.No. 1, Februari 2009, him 100.

19 Eddy O.S Hiariej, OpCit. him 37-38.

21pid, him 39.
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terdapat kombinasi antara pembalasan dan ketertiban masyarakat. Maksud dari

sifat pembalasaan itu dibutuhkan untuk melindungi ketertibaan umum.?

F. Ruang Lingkup

Ruang lingkup dalam penelitian ini telah ditentukan dan ditetapkan untuk
membatasi pembahasan-pembahasan pada penelitian ini agar pembahasan menjadi
jelas, terstruktur dan tidak menyimpang dari judul dan rumusan masalah yang
telah ditetapkan. Dalam penelitian ini penulis memfokuskan ruang lingkup dan
kajian penelitian dalam dua permasalahan, yang pertama yaitu pertimbangan
hakim terhadap tindak pidana korupsi anggaran pengadaan lift di BPKD Kota
Palembang yang dilakukan PPK BPKD Kota Palembang dan yang kedua yaitu
pertanggungjawaban pidana terhadap pelaku tindak pidana korupsi anggaran
pengadaan lift di BPKD Kota Palembang yang dilakukan PPK BPKD Kota

Palembang bila ditinjau dari tujuan pemidanaan.

G. Metode Penelitian
Metode peneletian yang digunakan dalam skripsi ini adalah :
1. Jenis Penelitian
Jenis Penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian
yuridis normatif. Penelitian yuridis normatif merupakan penelitian terhadap
norma-norma hukum yang terdapat dalam peraturan perundang-undangan dan
putusan pengadilan serta norma-norma hukum yang ada dalam masyarakat yang
dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka atau data sekunder sebagai bahan
dasar untuk diteliti. Penelitian hukum yuridis normatif atau juga disebut dengan
penelitian Hukum Kepustakaan yang berarti suatu metode atau cara yang
digunakan dalam penelitian hukum dengan meneliti bahan pustaka yang ada.
Menurut Soerjono Soekanto menyatakan bahwa pendekatan yuridis
normatif yaitu penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti bahan

pustaka atau data sekunder sebagai bahan dasar untuk di teliti dengan cara

Zbid, him 41.
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mengadakan penelurusan terhadap peraturan-peraturan dan literatur-literatur yang

berkaitan dengan permasalahan yang diteliti.?2

2. Sumber Bahan Penelitian Hukum

Sumber bahan penelitian hukum yang dipergunakan dalam penulisan ini

terdiri dari:

a. Sumber Hukum Primer

Sumber hukum primer merupakan sumber hukum yang bersifat

autoriatif, sumber hukum primer terdiri dari catatan-catatan resmi atau

risalah dalam pembuatan peraturan perundang-undangan dan putusan

hakim serta perundang-undangan.?

Dalam penelitian ini penulismenggunakan sumber hukum primer

antara lain:

1)

2)

3)

4)

5)

Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan
Tindak Pidana Korupsi

Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas
Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan
Tindak Pidana Korupsi

Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan
Barang/Jasa Pemerintah

Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil
Negara

Putusan Pengadilan Negeri Palembang 20/Pid.Sus-
TPK/2018/PN.PLG

b. Sumber Hukum Sekunder

Sumber hukum sekunder yang digunakan dalam penelitian ini

adalah Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 48 Tahun 2009

22S0erjono Soekonto & Sri Mamudji, “Penelitian Hukum Normatif (Suatu Tinjauan
Singkat) ”. Rajawali Pers, 2001, Jakarta, him 13-14.
Bpeter Mahmud Marzuki, “Penelitian Hukum Edisi Revisi”. Prenadamedia Group,

Jakarta, him 181.



14

tentang Kekuasaan Kehakiman serta segala bentuk dokumen yang
merupakan informasi kajian tentang tindak pidana korupsi, seperti buku,
majalah dan berbagai situs internet yang berkenaan dengan penulisan

skripsi ini.

c. Sumber Hukum Tersier
Sumber hukum tersier yang digunakan dalam penelitian ini adalah
segala bentuk dokumen yang merupakan keterangan yang mencakup
sumber hukum primer dan sumber hukum tersier seperti Kamus Besar
Bahasa Indonesia dan artikel-artikel yang berkenaan dengan permasalahan
yang akan dibahas pada skripsi ini.

3. Teknik Pengumpulan Bahan Hukum
Data yang akan digunakan dalam penelitian ini dibagi menjadi 2 janis
yang terdiri dari:
a. Studi Kepustakaan

Studi Kepustakaan merupakan data yang diperoleh berdasarkan
pengumpulan data yang dilakukan dengan cara membaca, memahami,
mengutip dan merangkum serta membuat catatan-catatan analisis yang
berasal buku-buku dan dokumen-dokumen, jurnal, makalah, tesis, dan
peraturan perundang-undangan. Tujuan dan Kkegunaan dari studi
kepustakaan ialah untuk pemecahan permasalahan penelitian.

Metode pengumpulan data yang digunakan adalah penelitian
kepustakaan yang berkaitan dengan penelitian ini dan literatur yang
berkaitan dengan permasalahan dalam penulisan skripsi dimana
mempelajari peraturan perundang-undangan dan peraturan-peraturan

dibawahnya.

b. Studi Lapangan
Penelitian lapangan dimaksudkan untuk memperoleh data

penunjang dalam penelitian yang diperoleh langsung dari sumber yaitu
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melalui wawancara. Wawancara merupakan percakapan antara dua orang
atau lebih dan berlangsung antara narasumber dan pewawancara yang
bertujuan mendapatkan informasi dari informan. Dalam penelitian ini
penulis akan melakukan wawancara dengan Hakim Pengadilan Negeri
Palembang sebagai informan dan data yang diperoleh akan digunakan

sebagai data penunjang terhadap data sekunder.

4. Analisis Bahan Hukum
Data sekunder dan informasi yang diperoleh kemudian dianalisis secara
kualitatif yaitu memaparkan kenyataan-kenyataan yang didasarkan atas hasil
penelitian.Artinya data dan informasi dikumpulkan, diuraikan dalam bentuk
kata-kata dan dihubungkan secara sistematis untuk menarik kesimpulan

permasalahan dalam skripsi ini.?

5. Penarikan Kesimpulan
Penarikan kesimpulan dalam penelitian ini menggunakan metode deduktif
yaitu suatu cara Khusus untuk menarik suatu kesimpulan dimulai dari
pernyataan umum menuju pernyataan khusus dengan menggunakan

rasio/penalaran.®

%Bambang Waluyo, “Penelitian Hukum dalam Praktek”. Sinar Grafika. Jakarta. 2002.
him 17.

®Bahder Johan Nasution, “Metode Penelitian Ilmu Hukum”. CV. Mandar Maju.
Bandung. 2008. him 37.
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